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ABSTRAK
Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang saling membutuhkan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya serta, menjamin 
kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 
umumnya. Akan tetapi, dalam praktik sering kali dijumpai konflik antara pekerja/buruh 
dengan Perusahaan yang menimbulkan rusaknya hubungan sinergitas antara pekerja/
buruh dengan pihak Perusahaan. Berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, 
serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan 
agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, pengusaha berhak melakukan 
PHK apabila perusahaan boleh memutuskan hubungan kerja dengan dalih pekerja 
membuat berita bohong sebagaimana diatur di dalam Pasal 156. segala upaya telah 
dilaksanakan, namun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari maka 
pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/
serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan 
tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Oleh karena itu, penulisan hukum 
ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian hubungan industrial perusahaan 
melalukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh, serta dasar pertimbangan 
hakim berdasarkan Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Kata Kunci: pemutusan hubungan kerja, akibat berita bohong.
ABSTRACT
Workers/laborers are business partners of employers who need each other to improve the 
welfare of workers/laborers and their families and, ensure the continuity of the company, 
and improve the welfare of the Indonesian people in general. However, in practice, 
conflicts often occur between workers/laborers and the Company which destroys the 
synergy relationship between workers/laborers and the Company. Based on article 
151 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower stipulates that 
employers, workers/laborers, trade unions/labor unions, and the government must make 
every effort to prevent termination of employment. However, the Employer has the right 
to lay off if the company is allowed to terminate the employment relationship under the 
pretext of workers making lies as outlined in Article 156. All efforts have been made, but 
Termination of Employment (PHK) cannot be avoided, then termination of employment 
must be negotiated by employers and trade unions/labor union or with workers/laborers 
if the worker/laborer concerned is not a member of a trade union/labor union. Therefore, 
the writing of this law aims to find out the process of resolving industrial relations in the 
company through termination of employment to workers/laborers, as well as the basis for 
judges’ consideration based on Decision Number 70/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG
Keywords: termination of employment, due to lying news.
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Manusia sebagai makhluk sosial selalu 
membutuhkan manusia lain dalam hidup 
bermasyarakat, karena setiap manusia 
memiliki kepentingannya masing-masing 
dan untuk memudahkan mencapai tujuan 
atas kepentingannya tersebut manusia 
membutuhkan bantuan dari manusia lain, 
membutuhkan interaksi, kerja sama untuk 
tercapainya tujuan tersebut.
Dalam kehidupan bersama tersebut 
terjadi interaksi di antara individu-individu 
dalam masyarakat seperti kerja sama, 
berorganisasi, bekerja sama, membuat 
perjanjian dan sebagainya. Perjanjian di 
antara para pihak diatur dalam buku III 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang bersifat terbuka di mana setiap 
orang bisa membuat perjanjian apa pun 
juga asalkan tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku norma kesusilaan dan ketertiban 
umum.
Hukum ketenagakerjaan merupakan 
hukum yang bersifat quasi artinya 
perjanjian di antara para pihak yaitu pekerja/
buruh dengan perusahaan (majikan) 
merupakan perjanjian yang masuk dalam 
ranah privat, akan tetapi pemerintah juga 
mengeluarkan peraturan perundangan 
yang mengatur masalah Ketenagakerjaan 
untuk menyeimbangkan kedudukan 
antara pekerja dengan perusahaan yang 
pada kenyataannya adalah mempunyai 
kedudukan yang tidak seimbang, di mana 
pekerja mempunyai kedudukan yang lemah 
dibandingkan dengan perusahaan untuk 
itulah maka pemerintah mengeluarkan 
peraturan agar menciptakan perlindungan 
bagi pekerja dalam posisi yang lemah akan 
tetapi perlindungan dari pemerintah juga 
untuk melindungi perusahaan dari tindakan 
anarkis yang mungkin timbul dari pihak 
pekerja untuk itulah maka pembangunan 
ketenagakerjaan sebagai bagian integral 
dari pembangunan nasional berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
dilaksanakan dalam rangka pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya dan 
pembangunan masyarakat Indonesia 
seluruhnya untuk meningkatkan harkat, 
martabat, dan harga diri tenaga kerja serta 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, 
adil, makmur, dan merata baik materiil 
maupun spiritual.
Pembangunan ketenagakerjaan 
mempunyai banyak dimensi dan 
keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya 
untuk kepentingan tenaga kerja selama, 
sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi 
juga keterkaitan dengan kepentingan 
pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. 
Untuk itu diperlukan pengaturan yang 
meluruh dan komprehensif, antara lain 
mencakup mengembangkan sumber daya 
manusia, peningkatan produktivitas dan 
daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya 
perluasan kesempatan kerja, pelayanan 
penempatan tenaga kerja, dan pembinaan 
hubungan industrial.
Pembinaan hubungan industrial 
sebagai bagian dari pembangunan 
ketenagakerjaan harus diarahkan untuk 
terus mewujudkan hubungan industrial 
yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. 
Untuk itu pengakuan dan penghargaan 
terhadap hak asasi manusia sebagai mana 
yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor 
X.VII/MPR/1998. Harus diwujudkan. 
Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan 
MPR ini merupakan tonggak utama dalam 
menegakkan demokrasi di tempat kerja. 
Penegakan demokrasi di tempat kerja 
diharapkan dapat mendorong partisipasi 
yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan 
pekerja/buruh Indonesia untuk membangun 
negara yang dicita-citakan.
Pekerja/Buruh sebagai warga negara 
mempunyai persamaan kedudukan 
dalam hukum, hak untuk mendapatkan 
pekerjaan dan penghidupan yang layak, 
mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam 
satu organisasi, serta mendirikan dan 
menjadi anggota serikat pekerja/serikat 
buruh.
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Hak menjadi anggota serikat pekerja/
serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/
buruh yang telah di dalam Pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan 
hak tersebut, kepada setiap pekerja/
buruh harus diberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya mendirikan dan menjadi 
anggota serikat pekerja/serikat buruh. 
Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi 
sebagai sarana untuk memperjuangkan, 
melindungi, dan membela kepentingan dan 
meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh 
dan keluarganya.
Hak berserikat bagi pekerja/buruh, 
sebagai mana diatur dalam konvensi 
International Labour Organization (ILO) 
Nomor 87 tentang Kebebasan berserikat 
dan perlindungan hak untuk berorganisasi, 
dan konvensi ILO Nomor 98 mengenai 
berlakunya Dasar-dasar dari pada hak 
untuk berorganisasi dan untuk berunding 
bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia 
menjadi bagian dari Perundang-undangan 
Nasional.
Pekerja/buruh merupakan mitra 
kerja pengusaha yang sangat penting 
dalam proses produksi dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 
dan keluarganya, menjamin kelangsungan 
perusahaan, dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 
umumnya. Sehubungan dengan hal itu 
serikat pekerja/serikat buruh merupakan 
sarana untuk memperjuangkan kepentingan 
pekerja/buruh dan menciptakan hubungan 
industrial yang harmonis, dinamis, dan 
berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/ 
buruh dan serikat pekerja/serikat buruh 
harus memiliki rasa tanggung jawab atas 
kelangsungan perusahaan dan sebaliknya 
pengusaha harus memperlakukan pekerja/
buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan.
Serikat pekerja/serikat buruh 
didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, 
demokratis, dan bertanggung jawab 
untuk memperjuangkan kepentingan 
pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam 
pembentukan serikat pekerja/serikat buruh 
dapat menggunakan nama yang berbeda 
seperti antara lain perkumpulan pekerja/
perkumpulan buruh, organisasi pekerja/
organisasi buruh, sebagaimana di atur 
dalam perundang-undangan.
Masyarakat pekerja/buruh, serikat 
pekerja/serikat buruh dan pengusaha di 
Indonesia perlu bersatu dan menumbuh 
kembangkan sikap profesional. Di 
samping itu, pekerja/buruh dan serikat 
pekerja/serikat buruh harus menyadari 
pentingnya tanggung jawab yang sama 
dengan kelompok masyarakat lainnya 
dalam membangun bangsa dan negara.
Di dalam hubungan industrial sering 
terjadi adanya perselisihan atau konflik 
antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/
serikat buruh dengan pengusaha, hal itu 
dikenal sebagai perselisihan hubungan 
industrial. Perselisihan di bidang hubungan 
industrial dapat terjadi mengenai hak yang 
telah ditetapkan, atau mengenai keadaan 
ketenagakerjaan yang belum ditetapkan 
baik dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, perjanjian kerja bersama 
maupun peraturan perundang-undangan.
Perselisihan hubungan industrial dapat 
pula disebabkan oleh pemutusan hubungan 
kerja. Penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial dilakukan melalu tahap-tahap 
yaitu tahap musyawarah yang berupa 
bipartide yaitu penyelesaian musyawarah 
di antara yang bersengketa (pekerja/
buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 
dengan perusahaan/pengusaha). Partide 
yaitu penyelesaian hubungan industrial 
mengikutsertakan pihak ketiga yaitu Dinas 
Tenaga Kerja yang bertindak sebagai 
mediator. Apabila penyelesaian oleh 
Tripartide tidak berhasil maka kedua belah 
pihak dapat mengajukan penyelesaian 
melalui pengadilan hubungan industrial.
Pengadilan hubungan industrial 
berada di bawah lingkup pengadilan 
umum yaitu di bawah Pengadilan Negeri 
ditingkat Provinsi dengan susunan Majelis 
Hakim di mana ketua Majelis ditentukan 
dari Hakim karir, sedangkan kedua Hakim 
anggota adalah Hakim Ad hock, satu 
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Hakim anggota mewakili pengusaha atau 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 
sedangkan Hakim Ad hock satunya 
mewakili pihak pekerja/buruh atau serikat 
kerja/serikat buruh. Penentuan Majelis ini 
diharapkan dapat menghasilkan putusan 
yang memenuhi rasa keadilan baik untuk 
pekerja/buruh maupun dari sisi pengusaha.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Pasal 158, pengusaha dapat 
memutuskan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh dengan alasan melakukan 
kesalahan berat. Sedangkan menurut Pasal 
159 apabila pekerja/buruh tidak menerima 
pemutusan hubungan kerja sebagaimana 
yang dimaksud dengan Pasal 158 ayat 
(1), pekerja/buruh yang bersangkutan 
dapat mengajukan gugatan kelembagaan 
penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. Dalam putusan Nomor 70/
Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG jo. Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1079 K/Pdt.Sus-
PHI/2018 perkara antara saudara Zaenal 
Malikun karyawan PT. Harapan Widyatama 
Pertiwi mengajukan gugatan terhadap 
PT. Harapan Widyatama Pertiwi yang 
beralamat di Kota Bekasi ke Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri Bandung. Karena saudara Zaenal 
Malikun sebagai pekerja/buruh diputus 
hubungan kerja melalui surat pemutus 
hubungan kerja No. 001a/HWP/1117 
tanggal 18 November 2017 dengan alasan 
memberikan keterangan palsu atau yang 
dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. 
Pemutusan hubungan kerja tersebut 
merupakan kesalahan berat sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan 
jo. Peraturan Perusahaan PT. Widyatama 
Pertiwi. Sebaliknya pekerja/buruh yang 
di PHK yaitu Zaenal Malikun menolak 
alasan PHK sebab tindakan yang dilakukan 
dianggap melaksanakan tugasnya sebagai 
ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) serikat 
kerja GSPMII. Berdasarkan uraian di atas, 
maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
membahas lebih jauh masalah Pemutusan 
Hubungan Kerja Akibat Membuat Berita 
Bohong (Studi kasus Perkara Nomor 70/
Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. jo. Nomor 
1079 K/Pdt.Sus-PHI/2018).
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, 
maka penulis akan melakukan perumusan 
masalah yang akan diteliti yaitu:
1. Bagaimana prosedur terjadinya 
pemutusan hubungan kerja di PT. 
Harapan Widyatama Pertiwi?
2. Mengapa membuat berita bohong bisa 
menjadi dasar Pemutusan Hubungan 
Kerja bagi seorang pekerja?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim 
dalam Pemutusan Hubungan Kerja 
Akibat Membuat Berita Bohong pada 
putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2018/
PN.BDG. jo. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-
PHI/2018?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan 
rumusan masalah di atas, tujuan dan 
kegunaan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan Penelitian: (a) Untuk 
mengetahui proses terjadinya 
pemutusan hubungan kerja di 
perusahaan; (b) Untuk mengetahui 
membuat berita bohong bisa menjadi 
dasar PHK bagi seorang pekerja; dan 
(c) Untuk mengetahui pertimbangan 
Hakim dalam Pemutusan Hubungan 
Kerja Akibat Membuat Berita Bohong 
pada putusan Nomor 70/Pdt.Sus-
PHI/2018/PN.BDG. jo. Nomor 1079 
K/Pdt.Sus-PHI/2018.
2. Kegunaan Penelitian: (a) Hasil dari 
penelitian diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan pengembangan 
hukum perdata khususnya di bidang 
ketenagakerjaan; (b) Dengan penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan 
masukan bagi berbagai pihak baik 
akademisi, praktisi hukum, pekerja/
buruh atau serikat kerja/serikat buruh, 
dan pengusaha yang memerlukan 
informasi hukum dan atau pihak-pihak 
yang terkait.
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Metode Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam penulisan 
ini menggunakan deskriptif analitis 
yaitu penelitian yang menggambarkan 
dan menguraikan keadaan atau fakta 
yang sedang diteliti serta menganalisis 
berdasarkan data yang diperoleh dari 
hasil penelitian yang kemudian dikaitkan 
dengan kerangka pemikiran dan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku serta 
pendapat para ahli mengenai hal itu 
untuk memperoleh suatu kesimpulan. 
Sedangkan, permasalahan pokok 
dalam penelitian ini ditempuh dengan 
menggunakan pendekatan yuridis normatif 
yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, 
dan menganalisis serta memahami hukum 
sebagai perangkat peraturan atau norma 
di dalam sistem perundang-undangan. 
Dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 
penelitian kepustakaan yaitu penelitian 
terhadap data sekunder yang terdiri dari 
3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
hukum tersier. Serta analisis data yang 
dilakukan dengan cara analisis kualitatif 
yaitu analisis yang mempergunakan aspek-
aspek normatif melalui metode yang bersifat 
deskriptif analitis, yaitu menguraikan 
gambaran dari data yang diperoleh dan 
menghubungkan satu sama lain untuk 
mendapatkan suatu kesimpulan umum. 
Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui 
serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu 
cara berpikir dalam mengambil kesimpulan 
secara umum yang didasarkan atas fakta-
fakta yang bersifat khusus.
PEMBAHASAN
Proses Terjadinya Pemutusan Hubungan 
Kerja di Perusahaan
Di dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang 
Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 di dalam Pasal 151 
ayat (1) menentukan bahwa pengusaha, 
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat 
buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya 
harus mengusahakan agar jangan terjadi 
pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi 
apabila segala upaya telah dilaksanakan, 
namun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
tidak dapat dihindari maka pemutusan 
hubungan kerja wajib dirundingkan oleh 
pengusaha dan serikat pekerja/serikat 
buruh atau dengan pekerja/buruh apabila 
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak 
menjadi anggota serikat pekerja/serikat 
buruh.
Peraturan perusahaan itu dibuat atas 
inisiatif perusahaan akan tetapi untuk 
berlakunya peraturan perusahaan tetap 
memerlukan persetujuan dari serikat 
pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh 
dan harus mendapatkan pengesahan 
dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. 
Sedangkan perjanjian kerja merupakan 
kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja 
dengan perusahaan yang mengikat 
keduanya. Biasanya pada perusahaan 
yang mengeluarkan peraturan perusahaan 
tidak menggunakan perjanjian kerja 
sebab peraturan perusahaan sebagai dasar 
perjanjian kerja antara perusahaan dengan 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat 
buruh.
Peraturan perusahaan merupakan 
produk hukum perusahaan, oleh karena 
itu lebih berisi kewajiban-kewajiban dan 
hak daripada pekerja/buruh, sedangkan 
perjanjian kerja lebih bersifat/memuat 
hak dan kewajiban di antara pekerja 
dan perusahaan. Di dalam peraturan 
perusahaan maupun perjanjian kerja 
memuat alasan-alasan terjadinya suatu 
pemutusan hubungan kerja serta hak-hak 
pekerja setelah diputus hubungan kerjanya. 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan 
pihak perusahaan dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja dalam berbagai 
kondisi seperti:
1. Pengunduran diri atas kemauan sendiri
Bagi pekerja yang mengundurkan 
diri atas kemauan sendiri tidak 
berhak mendapatkan uang pesangon 
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) 
yang bersangkutan juga tidak berhak 
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mendapatkan uang penghargaan 
masa kerja sesuai dengan ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) tetapi berhak 
mendapatkan uang penggantian hak 
yaitu satu kali ketentuan Pasal 156 
ayat (4) apabila pekerja/buruh tersebut 
mengundurkan diri secara mendadak 
tanpa mengikuti prosedur sesuai 
ketentuan yang berlaku (diajukan 30 
hari sebelum tanggal pengunduran 
diri) maka pekerja tersebut hanya 
mendapatkan uang penggantian hak, 
tetapi kalau mengikuti prosedur maka 
pekerja tersebut mendapatkan uang 
pisah yang besar nilainya berdasarkan 
kesepakatan antara perusahaan dengan 
pekerja/buruh yang tertuang dalam 
perjanjian kerja bersama (PKB) 
atau peraturan perusahaan. Pekerja 
mengundurkan diri karena berbagai 
hal di antaranya pindah kerja ke 
tempat lain, berhenti karena alasan 
pribadi dan lain-lain. Pekerja dapat 
mengajukan pengunduran diri terhadap 
perusahaan tanpa paksaan/intimidasi 
tetapi pada praktiknya, pengunduran 
diri kadang diminta paksa oleh pihak 
perusahaan meskipun undang-undang 
melarangnya. Untuk pengunduran 
diri, pekerja harus memenuhi syarat:
a. Pekerja wajib mengajukan 
permohonan selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
b. Pekerja tidak memiliki ikatan dinas; 
dan
c. Pekerja tetap melaksanakan 
kewajiban sampai mengundurkan 
diri.
Pekerja yang mengajukan pengunduran 
diri hanya berhak atas kompensasi 
uang pisah, uang penggantian hak cuti 
dan kesehatan dan biaya pengembalian 
ke kota asal penerimaan. Akan tetapi 
undang-undang tidak mengatur hak 
apa saja yang diterima pekerja/buruh 
yang mengundurkan diri, semua itu 
diatur sendiri oleh perusahaan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama. Pekerja/
buruh yang berhenti karena kemauan 
sendiri tidak mendapat uang pesangon 
tetapi uang penghargaan, pekerja/
buruh mungkin mendapatkan uang 
kompensasi lebih bila diatur lain lewat 
perjanjian kerja.
2. Pengunduran diri secara tertulis atas 
kemauan sendiri karena berakhirnya 
hubungan kerja
Bagi pekerja kontrak yang 
mengundurkan diri karena masa 
kontrak berakhir, maka pekerja 
tersebut tidak mendapatkan uang 
pesangon sesuai ketentuan Pasal 
154 ayat (2) dan uang penghargaan 
masa kerja sesuai ketentuan Pasal 
156 ayat (3) juga uang pisah tetapi 
berhak atas penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (4). Pekerja/
buruh yang habis masa kontrak 
adalah pekerja/buruh yang hubungan 
kerjanya telah berakhir seperti yang 
tertera dalam Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT). Apabila pekerja 
tidak melanggar peraturan perusahaan 
dalam pelaksanaan PKWT ini, maka 
PHK yang terjadi termaksud kategori 
putus demi hukum. PHK semacam 
ini tidak mewajibkan perusahaan 
untuk memberikan uang pesangon, 
uang penghargaan maupun uang 
penggantian hak.
3. Pengunduran diri karena mencapai 
usia pensiun
Mengenai batasan usia pensiun 
perlu disepakati antara pengusaha 
dan pekerja dan dituangkan dalam 
perjanjian kerja bersama (PKB) 
atau peraturan perusahaan. Batasan 
usia pensiun yang dimaksud adalah 
penentuan usia berdasarkan usia 
kelahiran dan berdasarkan jumlah 
tahun masa kerja.
4. Pekerja melakukan kesalahan berat
Menurut Pasal 158 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan pengusaha dapat 
memutuskan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh dengan alasan pekerja/
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buruh telah melakukan kesalahan berat 
sebagai berikut: 
a. Melakukan penipuan, pencurian, 
atau penggelapan barang dan/atau 
uang milik perusahaan;
b. Memberikan keterangan palsu 
atau yang dipalsukan sehingga 
merugikan perusahaan;
c. Mabuk, meminum minuman keras 
yang memabukkan, memakai 
dan/atau mengedarkan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
dilingkungan kerja;
d. Melakukan perbuatan asusila atau 
perjudian dilingkungan kerja;
e. Menyerang, menganiaya, 
mengancam, atau mengintimidasi 
teman sekerja atau pengusaha di 
lingkungan kerja;
f. Membujuk teman sekerja atau 
pengusaha untuk melakukan 
perbuatan yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-
undangan;
g. Dengan ceroboh atau sengaja 
merusak atau membiarkan dalam 
keadaan bahaya barang milik 
perusahaan yang menimbulkan 
kerugian bagi perusahaan;
h. Dengan ceroboh atau sengaja 
membiarkan teman sekerja atau 
pengusaha dalam keadaan bahaya 
di tempat kerja;
i. Membongkar atau membocorkan 
rahasia perusahaan yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali untuk 
kepentingan negara; dan
j. Atau melakukan perbuatan lainnya 
dilingkungan perusahaan yang 
diancam pidana penjara 5 (tahun 
atau lebih.)
Kesalahan berat sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan harus 
didukung dengan bukti sebagai berikut:
a. Pekerja/buruh tertangkap tangan;
b. Ada pengakuan dari pekerja/buruh 
yang bersangkutan; dan
c. Atau bukti lain berupa laporan 
kejadian yang dibuat oleh pihak 
yang berwenang di perusahaan 
yang bersangkutan dan didukung 
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi.
Pekerja/buruh yang diputus hubungan 
kerjanya berdasarkan alasan 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
kesalahan berat dapat memperoleh 
penggantian hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Bagi pekerja/buruh yang melakukan 
kesalahan berat yang tugas dan 
fungsinya tidak mewakili kepentingan 
pengusaha secara langsung diberikan 
uang pisah yang besarnya dan 
pelaksanaannya diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama (PKB). 
Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan mengatur tentang 
PHK akibat adanya pekerja/buruh 
telah melakukan kesalahan berat. 
Pasal ini dalam perkembangannya 
telah dinyatakan tidak mengikat oleh 
Mahkamah Konstitusi (MK) dengan 
putusan MK Nomor 012/PUU-1/2003 
yang selanjutnya Menteri Tenaga kerja 
dan Transmigrasi (Menakertrans) juga 
sudah mengeluarkan Surat Edaran 
Nomor SE.13/MEN/SJ-HKI/1/2005 
yang pada intinya meminta pengusaha 
baru melakukan PHK kepada pekerja/
buruh karena alasan kesalahan berat 
setelah adanya putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap yang 
menyatakan bahwa pekerja benar 
telah melakukan kesalahan berat. Oleh 
sebab itu dengan dicabutnya Pasal 158 
Undang-Undang Ketenagakerjaan.
5. Pekerja ditahan pihak yang berwajib
Perusahaan dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja setalah 6 (enam) bulan tidak 
melakukan pekerjaan yang disebabkan 
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masih dalam proses pidana. Dalam 
ketentuan bahwa perusahaan wajib 
membayar kepada pekerja/buruh uang 
penghargaan masa kerja sebesar 1 
(satu) kali ditambah uang penggantian 
hak. Untuk pemutusan hubungan 
kerja ini tanpa harus ada penetapan 
dari lembaga penyelesaian hubungan 
industrial tetapi apabila pengadilan 
memutuskan perkara pidana sebelum 
6 (enam) bulan dan pekerja/buruh 
dinyatakan tidak bersalah, perusahaan 
wajib memperkerjakan kembali.
6. Perusahaan mengalami kerugian
Apabila perusahaan bangkrut dan 
ditutup karena mengalami kerugian 
secara terus menerus selama 2 (dua) 
tahun, perusahaan dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja. Syaratnya adalah harus 
membuktikan kerugian tersebut 
dengan laporan keuangan 2 (dua) 
tahun terakhir yang telah diaudit oleh 
akuntan publik dan perusahaan wajib 
memberikan uang pesangon 1 (satu) 
kali ketentuan dan uang penggantian 
hak.
7. Pekerja mangkir terus menurut
Perusahaan dapat memutuskan 
hubungan kerja apabila pekerja tidak 
masuk selama 5 (lima) hari berturut-
turut tanpa keterangan tertulis yang 
dilengkapi bukti-bukti yang sah 
meskipun telah dipanggil 2 (dua) 
kali secara patut dan tertulis oleh 
perusahaan. Dalam situasi seperti ini, 
pekerja dianggap telah mengundurkan 
diri. Keterangan dan bukti yang sah 
yang menunjukkan alasan pekerja tidak 
masuk, harus diserahkan paling lambat 
pada hari pertama pekerja masuk kerja 
dan untuk panggilan patut diartikan 
bahwa panggilan dengan tenggang 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 
dengan dialamatkan pada alamat 
pekerja yang bersangkutan atau alamat 
yang dicatatkan pada perusahaan. 
Pekerja yang di PHK (pemutusan 
hubungan kerja) akibat mangkir 
berhak menerima uang pengganti 
hak dan uang pisah yang besarnya 
dalam pelaksanaannya diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
dan perjanjian kerja bersama.
8. Pekerja melakukan pelanggaran
Di dalam hubungan kerja ada 
suatu ikatan antara pekerja dengan 
perusahaan yang berubah perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, dan 
perjanjian kerja bersama yang dibuat 
oleh perusahaan atau secara bersama-
sama antara pekerja/serikat pekerja 
dengan perusahaan yang isinya 
minimal hak dan kewajiban masing-
masing pihak dan syarat-syarat kerja, 
dengan perjanjian yang telah disetujui 
oleh masing-masing pihak, yang 
diharapkan di dalam pelaksanaannya 
tidak dilanggar oleh salah satu pihak. 
Pelanggaran terhadap perjanjian yang 
ada tentunya ada sanksi yang berupa 
teguran lisan atau surat tertulis, sampai 
ada juga yang berupa surat peringatan. 
Untuk surat Peringatan tertulis dapat 
dibuat surat peringatan kesatu, kedua, 
sampai ketiga. Masing-masing 
berlakunya surat peringatan selama 6 
(enam) bulan sehingga apabila pekerja 
sudah diberi peringatan sampai 3 (tiga) 
kali berturut-turut dalam 6 (enam) 
bulan terhadap pelanggaran yang sama 
maka berdasarkan peraturan yang ada 
kecuali ditentukan lain yang ditetapkan 
lain dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, perjanjian kerja bersama, 
maka perusahaan dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja. Perusahaan 
berkewajiban memberikan uang 
pesangon 1 (satu) dari ketentuan, uang 
penghargaan selama masa kerja 1 (satu) 
kali ketentuan dan uang penggantian 
hak yang besarnya ditentukan dalam 
peraturan yang ada.
9. Perubahan status, penggabungan, 
peleburan, atau perubahan kepemilikan
Bagi pekerja yang diakhiri hubungan 
kerjanya karena alasan tersebut di atas 
maka: 
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a. Pekerja yang tidak bersedia 
melanjutkan hubungan kerjanya, 
pekerja tersebut berhak atas uang 
pesangon 1 (satu) kali sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
uang penghargaan masa kerja 1 
(satu) kali sesuai Pasal 156 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan 
dan uang penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
tidak berhak mendapatkan uang 
pisah; dan
b. Perusahaan tidak bersedia 
menerima pekerja di perusahaannya 
maka bagi pekerja tersebut berhak 
atas uang pesangon 2 (dua) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan 
dan uang penghargaan masa 
kerja Pasal 156 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan tidak berhak 
mendapatkan uang pisah.
10. Pemutusan Hubungan kerja karena 
alasan efisiensi
Bagi pekerja yang mengakhiri 
hubungan kerjanya karena efisiensi 
maka pekerja tersebut berhak atas 
uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan uang penggantian 
hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
uang penghargaan masa kerja 1 (satu) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi 
tidak berhak mendapatkan uang pisah.
Pemutusan Hubungan Kerja Karena 
Menyebarkan Berita Bohong
Di dalam perkara Putusan Nomor 70/
Pdt.Sus-PHI/2008/PN.Bdg. Penggugat 
bernama Zaenal Malikun yang di PHK 
oleh perusahaan PT. Harapan Widyatama 
Pertiwi Karena dianggap memberikan 
berita bohong dengan cara membuat 
laporan kepada Kepala Balai Pelayanan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 
II Jawa Barat melalui Dengan Pimpinan 
Cabang (DPC) Gabungan Serikat Pekerja 
Manufaktur Independen Indonesia 
(GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi. Adapun 
isi laporan tersebut menyatakan bahwa 
Perusahaan tempat di mana dia bekerja 
telah melakukan pelanggaran terhadap 
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 
45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan 
program jaminan pensiun yang menyatakan 
pemberi kerja selain penyelenggara negara 
wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya 
pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan sebagai peserta 
sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan yang dibuat oleh Penggugat 
Zaenal Malikun mendasarkan diri selaku 
ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) 
Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur 
Independen Indonesia (GSPMII) di PT. 
Harapan Widyatama Pertiwi, isi laporan 
menyatakan Tergugat (PT. Harapan 
Widyatama Pertiwi) belum mendaftarkan 
seluruh pekerja/buruhnya untuk ikut dalam 
program pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. 
Penggugat selaku ketua PUK dapat 
mengajukan permohonan pengawasan 
sebagai mana yang ditegaskan dalam 
Pasal 37 PP Nomor 45 Tahun 2015 yang 
menyatakan pengawas Ketenagakerjaan 
pada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan dapat melakukan 
pemeriksaan terhadap pemberi kerja 
selain penyelenggara negara yang 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Selanjutnya laporan yang dibuat 
oleh penggugat kepada pengawas 
Ketenagakerjaan wilayah II Jawa Barat 
melalui DPC GSPMII telah diunggah 
atau disebarluaskan melalui media sosial 
Facebook dengan akun Rusnadi Ajha 
pada tanggal 8 November 2017 akibat dari 
tersebar luasnya berita laporan PUK DPC 
GSPMII ke Pengawasan Tenaga Kerja 
wilayah II Jawa Barat yang tersebar melalui 
akun Facebook tersebut menimbulkan 
akibat yang cukup menghebohkan 
khususnya tanggapan dan pertanyaan 
dari relasi perusahaan yang berakibat 
mengurangi kepercayaan terhadap 
perusahaan. Sedangkan kepercayaan hal 
yang sangat dipegang teguh oleh tergugat 
dalam menjalankan usahanya, sehingga 
secara jelas berita bohong atau keterangan 
palsu yang disebar luaskan melalui 
media sosial Facebook sangat merugikan 
kredibilitas dan nama baik tergugat 
sebagai Perusahaan. Oleh karena itu, berita 
mengenai belum terdaftarnya pekerja/
buruh PT. Harapan Widyatama Pertiwi 
telah tersebar luas dimasyarakat yang 
menyebabkan asumsi buruk terhadap PT. 
Harapan Widyatama Pertiwi, sementara itu 
menurut Tergugat belum didaftarkannya 
pekerja/buruh untuk ikut serta pada 
program pensiun BPJS Ketenagakerjaan 
karena adanya kendala secara internal di 
antara para pekerja/buruh itu sendiri.
Ada sebagian besar pekerja/buruh 
tidak mau ikut pada program pensiun BPJS 
Ketenagakerjaan karena telah mengikuti 
program jaminan hari tua sehingga 
adanya kekhawatiran rangkap potongan 
gaji karena pekerja merasa diberatkan 
jika mengikuti dua program sekaligus, 
sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2015 program pensiun 
harus diikuti oleh seluruh pekerja. Hal 
inilah yang merupakan hambatan sehingga 
tergugat (PT. Harapan Widyatama Pertiwi) 
belum bisa mendaftarkan seluruh pekerja/
buruh yang berjumlah lima ratus orang 
untuk mengikuti program jaminan pensiun. 
Menurut Tergugat, Penggugat selaku ketua 
PUK seharusnya menanyakan terlebih 
dahulu kepada jajaran Manajemen PT. 
Harapan Widyatama Pertiwi mengapa 
belum melakukan pendaftaran, tanpa 
klarifikasi secara tiba-tiba melaporkan 
kepada pengawas Ketenagakerjaan wilayah 
II Jawa Barat.
Berdasarkan kejadian ini, maka 
Manajemen PT. Harapan Widyatama 
Pertiwi (Tergugat) memanggil Penggugat 
untuk mengklarifikasi atas laporannya, 
karena akibat laporan Penggugat, Tergugat 
telah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri 
Kota Bekasi tentang klarifikasi terhadap 
belum didaftarkannya pekerja/buruh 
di perusahaan tersebut, dan Kejaksaan 
Negeri Bekasi menyarankan agar Tergugat 
segera mendaftarkan pekerja/buruhnya 
untuk mengikuti program pensiun pada 
BPJS Ketenagakerjaan, perlu diketahui 
bahwa Kejaksaan Negeri adalah pengawas 
Ketenagakerjaan dilingkup Kota setempat 
atau dilingkup Tergugat.
Terhadap laporan yang dibuat 
Penggugat, Tergugat menilai bahwa 
Penggugat telah melakukan perbuatan 
menyebarkan berita bohong atau 
memberikan keterangan palsu sehingga 
merugikan Perusahaan, padahal 
Perusahaan telah mendaftarkan pekerja/
buruh untuk mengikuti program jaminan 
pensiun di BPJS Ketenagakerjaan namun 
ditolak karena tidak semua pekerja 
bersedia untuk didaftarkan, dari seluruh 
pekerja yang bersedia untuk ikut program 
pensiun 269 karyawan yang bersedia ikut, 
sedangkan 153 karyawan/buruh yang 
tidak bersedia ikut program tersebut hal 
ini disebabkan para pekerja/buruh telah 
mengikuti program jaminan hari tua. Ada 
kekhawatiran dari para pekerja/buruh 
untuk mengikuti program jaminan pensiun 
yaitu adanya potongan gaji yang semakin 
banyak.
Atas dasar laporan Penggugat 
kepada Kepala Pelayanan Pengawasan 
ketenagakerjaan wilayah II Jawa Barat dan 
juga diunggah di media sosial Facebook, 
Tergugat memanggil Penggugat untuk 
Jurnal Krisna Law Volume 2, Nomor 2, 2020, 201-216
211
mengklarifikasi atas laporannya tersebut 
dan menanyakan di mana letak kesalahan 
perusahaan atas proses pendaftaran jaminan 
pensiun karyawan/buruh dan diberi waktu 
2 kali 24 jam untuk mengklarifikasi atas 
laporannya tersebut, akan tetapi ternyata 
Penggugat tidak bisa membuktikan 
kesalahan Dengan tidak bisa membuktikan 
kesalahan Perusahaan maka Perusahaan 
(Tergugat) berpendapat bahwa Penggugat 
(Sdr. Zaenal Malikun) telah melakukan 
penyebaran berita bohong yang merupakan 
kesalahan berat sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003, 
dan meskipun pasal ini dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum lagi dengan 
putusan MK Nomor 012/PUU-1/2003 
yang selanjutnya Menteri Tenaga kerja dan 
Transmigrasi (Menakertrans) juga sudah 
mengeluarkan surat edaran Nomor SE.13/
MEN/SJ-HKI/1/2005 yang pada intinya 
meminta pengusaha baru melakukan 
PHK kepada pekerja/buruh karena alasan 
kesalahan berat setelah adanya putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap yang menyatakan bahwa pekerja 
benar telah melakukan kesalahan berat. 
Meskipun demikian perusahaan juga 
mempunyai peraturan perusahaan, di mana 
dalam Pasal 12 ayat (2) sub b dan h yang 
menyatakan:
1. Pasal 12 sub b: memberikan keterangan 
palsu atau memalsukan tanda tangan 
tanpa hak sehingga merugikan 
pengusaha atau kepentingan negara; 
dan
2. Pasal 12 sub h: menggunakan jabatan/
wewenang kekuasaannya untuk 
mencari pribadi maupun orang lain, 
di mana perbuatan tersebut akan 
merugikan perusahaan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung.
Atas dasar hal tersebut maka 
memberikan keterangan palsu yang dibuat 
oleh Penggugat selaku pekerja/buruh di 
tempat Tergugat masuk dalam kategori 
memberikan berita bohong adalah termasuk 
dalam kesalahan berat yang menjadi dasar 
untuk diputus hubungan kerjanya.
Atas dasar itu maka Penggugat diminta 
untuk meminta maaf kepada perusahaan, 
akan tetapi Penggugat tidak melaksanakan 
bahkan Penggugat menyatakan pernyataan 
bahwa dia tidak bersalah karena melakukan 
laporan seperti ini dalam rangka menjalankan 
tugasnya selaku Ketua PUK GSPMII PT. 
Harapan Widyatama Pertiwi. Atas dasar 
hal tersebut maka Tergugat (PT. Harapan 
Widyatama Pertiwi) dengan terpaksa 
mengeluarkan atau memberhentikan (PHK) 
kepada Penggugat dengan Surat Pemutusan 
Hubungan Kerja No. 001a/HWK/117 
tertanggal 18 November 2017.
Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan 
Hubungan Kerja Akibat Membuat 
Berita Bohong pada Putusan Nomor 70/
Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG. jo. Putusan 
Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Berdasarkan dua pendapat yang 
berbeda antara Penggugat dan Tergugat, 
Majelis Hakim memberikan pertimbangan 
hukum sebagai berikut:
1. Majelis Hakim berpendapat bahwa 
dalam persidangan Tergugat tidak 
dapat membuktikan bahwa para 
pekerja/buruh telah diikut sertakan 
dalam program pensiun Pekerja 
BPJS Ketenagakerjaan, hal ini sesuai 
dengan keterangan saksi Tergugat 
yang bernama Endang Purwanti 
menerangkan bahwa sampai saat ini 
belum didaftarkan ke BPJS;
2. Menimbang bahwa berdasarkan bukti 
yang berupa screenshot dari Facebook 
akun Rusnadi Ajha menunjukkan 
yang mengunggah di Facebook adalah 
Rusnadi Ajha bukan Penggugat, hal 
ini sesuai dengan keterangan saksi 
Tergugat bahwa saudara Rusnadi 
Ajha yang mengunggah di Facebook, 
Majelis Hakim Berpendapat bahwa 
Penggugat tidak menyebarluaskan 
berita bohong kepada masyarakat 
umum lewat sosial media Facebook;
3. Menimbang bahwa berdasarkan 
ketentuan Pasal 151 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyatakan: 
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(1) Pengusaha, pekerja/buruh, 
serikat pekerja/serikat buruh dan 
pemerintah dengan segala upaya 
harus mengusahakan agar jangan 
terjadi pemutusan hubungan kerja;
(2) Dalam segala hal upaya telah 
dilakukan, tetapi pemutusan 
hubungan kerja tidak dapat 
dihindari, maka maksud 
pemutusan hubungan kerja wajib 
dirundingkan oleh pengusaha dan 
serikat pekerja/serikat buruh atau 
dengan pekerja/buruh apabila 
pekerja/buruh yang bersangkutan 
tidak menjadi anggota serikat 
pekerja/serikat buruh; dan
(3) Dalam hal perundingan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) 
benar-benar tidak menghasilkan 
persetujuan, pengusaha hanya 
dapat memutuskan hubungan 
kerja dengan pekerja/buruh setelah 
memperoleh penetapan dari 
lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 
153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan: 
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa 
penetapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 151 ayat (3) batal 
demi hukum;
(2) Selama putusan lembaga 
penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial belum 
ditetapkan, baik pengusaha 
maupun pekerja/buruh harus 
tetap melaksanakan segala 
kewajibannya; dan
(3) Pengusaha dapat melakukan 
penyimpangan terhadap ketentuan 
sebagai mana dimaksud dalam 
ayat (2) berupa tindakan skorsing 
kepada pekerja/buruh yang 
sedang dalam proses pemutusan 
hubungan kerja dengan tetap 
wajib membayar upah beserta hak-
hak lainnya yang biasa diterima 
pekerja/buruh.
Bahwa berdasarkan pertimbangan 
hukum di atas Majelis Hakim berpendapat 
bahwa pemutusan hubungan kerja 
yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 
Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan 
Pasal 151 juncto Pasal 153 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, untuk 
melakukan pemutusan hubungan kerja 
Pengusaha hanya dapat melakukannya 
setelah memperoleh penetapan dari 
lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial (Hubungan Industrial), 
oleh karena itu Tergugat dalam melakukan 
pemutusan hubungan kerja terhadap 
Penggugat tanpa penetapan dari Pengadilan 
Hubungan Industrial maka berdasarkan 
ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemutusan 
hubungan kerja terhadap Penggugat 
berdasarkan surat pemutusan hubungan 
kerja No. 1a/HWP/1117 tertanggal 18 
November 2017 adalah tidak sah dan batal 
demi hukum. Oleh karenanya hubungan 
kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak 
terputus. 
Bahwa laporan Penggugat tentang 
pelaksanaan program jaminan pensiun di 
PT. Harapan Widyatama Pertiwi (Tergugat) 
ke Pengawasan Ketenagakerjaan adalah 
kapasitas Penggugat selaku ketua PUK 
GSPMII PT. Harapan Widyatama 
Pertiwi yang sedang menjalankan tugas 
dan fungsinya sebagai pengurus serikat 
pekerja/serikat buruh sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2000 tentang Serikat Kerja, maka 
Majelis Hakim berpendapat bahwa apa 
yang dilakukan oleh Penggugat tentang 
pelaksanaan program jaminan pensiun di 
PT. Harapan Widyatama Pertiwi dalam 
kapasitas Penggugat sebagai ketua serikat 
pekerja dan oleh karena itu pemutusan 
hubungan kerja yang dilakukan oleh 
Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai 
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.
Berdasarkan pertimbangan Majelis 
Hakim tersebut maka menurut ketentuan 
Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 
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Tahun 2003 menyatakan pemutusan 
hubungan kerja yang dilakukan tidak 
memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) 
dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), 
Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 
169 batal demi hukum dan pengusaha 
wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang 
bersangkutan serta membayar seluruh upah 
dan hak yang seharusnya diterima.
Berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat 
(2) UU Nomor 13 tahun 2003 menyatakan 
selama putusan lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial belum 
ditetapkan, baik pengusaha maupun 
pekerja/buruh harus tetap melaksanakan 
segala kewajibannya, oleh karena suatu 
kenyataan di mana tidak masuknya 
Penggugat bekerja karena Tergugat 
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) terhadap Penggugat yang dalam 
perkara ini telah dinyatakan batal demi 
hukum , maka Majelis Hakim berpendapat 
selama proses perkara ini Tergugat 
berkewajiban membayar upah proses PHK 
terhadap Penggugat.
Berdasarkan pertimbangan Majelis 
Hakim penulis berpendapat bahwa Hakim 
tidak menerapkan asas-asas yang ada di 
dalam peradilan perdata yaitu dalam hukum 
acara perdata Hakim harus mendengarkan 
kedua belah pihak (audiatur et altera pars/
asas audi at alteram partem) dalam perkara 
ini Majelis Hakim hanya mendengarkan 
keterangan salah satu pihak yaitu 
Penggugat tanpa memperhatikan saksi 
Tergugat yang menyatakan bahwa belum 
didaftarkannya para pekerja/buruh pada 
perusahaan karena tidak semua pekerja/
buruh bersedia untuk mengikuti program 
jaminan pensiun, sedangkan peraturan 
dari BPJS Ketenagakerjaan pendaftaran 
harus meliputi seluruh pekerja/buruh 
dalam perusahaan. Sedangkan dalam 
hal ini Majelis Hakim hanya memberi 
pertimbangan bahwa Tergugat terbukti 
tidak/belum mendaftarkan pekerja/
buruhnya untuk ikut serta dalam program 
Jaminan Pensiun BPJS ketenagakerjaan, 
Majelis Hakim tidak mempertimbangkan 
proses pendaftaran yang dilakukan oleh 
Tergugat yang mengalami kendala karena 
sejumlah 153 tidak bersedia mengikuti 
dalam program tersebut sedangkan yang 
bersedia berjumlah 269 pekerja/buruh. 
Tergugat/perusahaan telah mendaftarkan 
Pekerja/buruh yang bersedia mengikuti 
program jaminan pensiun BPJS 
Ketenagakerjaan tetapi ditolak oleh pihak 
BPJS Ketenagakerjaan karena syarat 
program tersebut harus diikuti oleh seluruh 
Pekerja/buruh, dengan demikian Majelis 
Hakim telah memberikan pertimbangan 
hukum yang tidak adil sehingga Majelis 
Hakim telah melanggar asas audi at 
alteram Partem.
PENUTUP
1. Menurut Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 mengenai 
Ketenagakerjaan pihak perusahaan 
dapat melakukan pemutusan hubungan 
kerja dalam berbagai kondisi seperti 
pengunduran diri atas kemauan sendiri, 
pengunduran diri secara tertulis atas 
kemauan sendiri karena berakhirnya 
hubungan kerja, pengunduran diri 
karena mencapai usia pensiun, 
pekerja melakukan kesalahan berat, 
pekerja ditahan pihak yang berwajib, 
perusahaan mengalami kerugian, 
pekerja mangkir terus menurut, pekerja 
melakukan pelanggaran, perubahan 
status, penggabungan, peleburan, atau 
perubahan kepemilikan dan pemutusan 
hubungan kerja karena alasan 
efisiensi. Selain itu bahwa pengusaha, 
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat 
buruh dan pemerintah dengan segala 
upaya harus mengusahakan agar 
tidak terjadi PHK, akan tetapi apabila 
pemutusan hubungan kerja tidak 
bisa dihindarkan wajib dirundingkan 
oleh pengusaha dan serikat pekerja/
serikat buruh atau dengan pekerja/
buruh apabila pekerja/buruh yang 
bersangkutan tidak menjadi anggota 
serikat pekerja/serikat buruh. Menurut 
ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat 
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(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan berarti, 
PHK tidak boleh dilakukan secara 
sepihak melainkan harus melalui 
perundingkan terlebih dahulu. Apabila 
hasil perundingan tersebut tidak 
menghasilkan kesepakatan, pengusaha/
perusahaan hanya dapat memutuskan 
hubungan kerja dengan pekerja/buruh 
setelah memperoleh penetapan dari 
lembaga penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial (PHI).
2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
158 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
di mana salah satu yang termasuk 
dalam kategori kesalahan berat, 
apabila pekerja/buruh memberikan 
keterangan palsu atau dipalsukan 
sehingga merugikan perusahaan. 
Memberikan keterangan palsu adalah 
identik dengan memberikan berita 
bohong. Di dalam perkara Putusan 
Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2008/PN.Bdg. 
penggugat bernama Zaenal Malikun 
yang di PHK oleh perusahaan PT. 
Harapan Widyatama Pertiwi Karena 
dianggap memberikan berita bohong 
dengan cara membuat laporan kepada 
Kepala Balai Pelayanan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat 
melalui Dengan Pimpinan Cabang 
(DPC) Gabungan Serikat Pekerja 
Manufaktur Independen Indonesia 
(GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi 
mengenai tidak didaftarkannya pekerja/
buruh dalam program jaminan pensiun. 
Dengan adanya laporan yang berupa 
berita bohong tersebut menyebabkan 
kerugian bagi perusahaan. Oleh karena 
itu jika ditinjau berdasarkan Pasal 158 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
berdasarkan Peraturan Perusahaan (PT. 
Harapan Widyatama Pertiwi) Pasal 12 
ayat (2) sub b dan h maka memberikan 
keterangan palsu yang dibuat oleh 
Penggugat selaku pekerja/buruh di 
tempat Tergugat masuk dalam kategori 
memberikan berita bohong adalah 
termasuk dalam kesalahan berat yang 
menjadi dasar untuk diputus hubungan 
kerjanya.
3. Berdasarkan pertimbangan Majelis 
Hakim penulis berpendapat bahwa 
Hakim tidak menerapkan asas-asas 
yang ada di dalam peradilan perdata 
yaitu dalam hukum acara perdata Hakim 
harus mendengarkan kedua belah pihak 
(audiatur et altera pars/asas audi at 
alteram partem) dalam perkara ini 
Majelis Hakim hanya mendengarkan 
keterangan salah satu pihak yaitu 
Penggugat tanpa memperhatikan saksi 
Tergugat yang menyatakan bahwa 
belum didaftarkannya para pekerja/
buruh pada Perusahaan karena tidak 
semua pekerja/buruh bersedia untuk 
mengikuti program jaminan pensiun, 
sedangkan peraturan dari BPJS 
Ketenagakerjaan pendaftaran harus 
meliputi seluruh pekerja/buruh dalam 
perusahaan. Sedangkan dalam hal 
ini Majelis Hakim hanya memberi 
pertimbangan bahwa Tergugat terbukti 
tidak/belum mendaftarkan pekerja/
buruhnya untuk ikut serta dalam 
program Jaminan Pensiun BPJS 
ketenagakerjaan, Majelis Hakim 
tidak mempertimbangkan proses 
pendaftaran yang dilakukan oleh 
Tergugat yang mengalami kendala 
karena sejumlah 153 tidak bersedia 
mengikuti dalam program tersebut 
sedangkan yang bersedia berjumlah 
269 pekerja/buruh. Tergugat/
perusahaan telah mendaftarkan 
pekerja/buruh yang bersedia mengikuti 
program jaminan pensiun BPJS 
Ketenagakerjaan tetapi ditolak oleh 
pihak BPJS Ketenagakerjaan karena 
syarat program tersebut harus diikuti 
oleh seluruh pekerja/buruh, dengan 
demikian Majelis Hakim telah 
memberikan pertimbangan hukum 
yang tidak adil sehingga Majelis 
Hakim telah melanggar asas audi at 
alteram partem.
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